
Jambi, Kompas - Pemerintah membatalkan izin hutan 

tanaman industri bagi PT Duta Alam Makmur di ka-

wasan hutan penyangga Taman Nasional Kerinci 

Seblat, Provinsi Jambi. Pembatalan tersebut disam-

but positif aktivis lingkungan. 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Budidaya, 

Selasa (29/9) di Jambi, mengatakan, pembatalan izin 

konsesi hutan tanaman industri (HTI) itu karena pihak 

perusahaan belum menyampaikan dokumen ker-

angka acuan analisis dampak lingkungan yang di-

syaratkan pemerintah hingga batas waktu yang 

ditetapkan, akhir Agustus. 

Areal yang diajukan menjadi HTI akasia dan ekalip-

tus seluas 118.955 hektar itu terdiri atas eks hak pen-

gusahaan hutan PT Sarestra II (47.645 hektar), Nusa 

Lease Timber Corporation (56.770 hektar), dan 

Rimba Kartika Jaya (14.540 hektar). Pengajuan ka-

wasan ini sebelumnya mendapat penolakan keras 

dari penduduk 42 desa di sekitarnya serta aktivis dari 

18 lembaga dan organisasi pelestari lingkungan. 

Penolakan didasari kondisi ekologi kawasan hutan 

yang masih sangat baik sehingga tidak layak di-

alihfungsikan menjadi HTI. Selain sebagai area hulu 

Sungai Batanghari, kawasan tersebut memiliki 

kondisi topografi curam 45-70 derajat. Tutupan pepo-

honan mencapai lebih dari 60 persen. Hutan alam 

tersebut merupakan habitat bagi satwa liar yang dil-

indungi dan hampir punah, seperti harimau sumatera, 

ungko, siamang, tujuh jenis burung rangkong, macan 

dahan, kucing mas, dan tapir. Di sana juga ada 

kambing gunung (Muntiacus montanus) yang ditemu-

kan pada tahun 2008. 

Sejumlah hulu sungai dimanfaatkan masyarakat desa 

untuk memenuhi kebutuhan listrik dan air. Setidaknya 

ada 20 pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang 

dimanfaatkan masyarakat dan menghabiskan inves-

tasi sekitar Rp 350 juta dari swadaya masyarakat 

dibantu dana pemerintah kabupaten, pusat, dan 

LSM. 

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi 

Arif menyambut positif pembatalan izin HTI tersebut. 

Menurut dia, jika izin tetap diberikan, pemerintah 

akan mendapat sumber pemasukan baru keuangan. 

Namun, nilainya tidak akan seimbang dibandingkan 

bencana yang bakal terjadi pada masa depan akibat 

perusakan hutan menjadi kebun monokultur. 

Menurut Arif, ada baiknya pengelolaan hutan dis-
erahkan kepada masyarakat lokal. Dengan melibat-
kan masyarakat, mereka akan memiliki rasa tang-
gung jawab untuk menjaga hutan dari kerusakan. 
”Masyarakat akan lebih kolektif terlibat dalam penja-
gaan hutan,” katanya. (ITA) 
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Jalur pendakian ditutup 

Untuk mengantisipasi kebakaran hutan, semua jalur penda-

kian di kawasan hutan gunung milik Perum Perhutani Unit 

I Jawa Tengah ditutup selama menjelang perayaan kemer-

dekaan RI, 17 Agustus. 

Hal itu disampaikan Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng 

Heru Siswanto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa 

Tengah, Senin. 

Menurut Heru, dari beberapa kasus kebakaran hutan 
gunung, sering kali kebakaran disebabkan oleh kelalaian 
para pendaki yang meninggalkan api unggun. Beberapa 
hutan gunung yang sering terbakar adalah Gunung Sin-


